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DPR Akan Panggil KPU
untuk Konfirmasi Jet Pribadi

Di tengah reses, Wakil ketua komisi [ DPR memastikan akan memanggil KPU untuk
mengonfirmasi penggunaan jet. DRPP menvatahan penggunaan jet tak sesuai rencana,

JAKARTA, KOMPAS — Dwan FPer-
wakilan Rakyat akan memang-
gl Komisi Pemilihan Umum
untuk mengonfirmasi menge-
nal penguunaan jet pribadi se-
masa persiapan Pemilu 2024,
Perthal penggunaan jet lerse
but, Dewan Kehormatan Pe
nyelenggara Pemilu telah men
jatuhbamn sanksi berupa peri
ngatan kems terhadap KPU

Dalam pertimbangannya,
Dewan Kehormatan - Penye
lenggara Pemilu (DKPP) me-
nilai penggunaan jet pribadi
tergolong mewah dan tidak se-
suai dengan rencana Kegiatan
vang telah ditetapkan.

Wakil Ketua Komisi 11 DPR
Dede Yusuf M 1 Effendi saat
dihubungi dari Jakarta, Rabu
(22/U0°2025), mengabakan, ki
sus i menjadi cotatan serius
bagt KPU agar lebnh bijaksana
dan berhati-hati dalam meng
j.,lﬂllih"\ LAy meny-
ingatkan, fasilitas negara sepa-
tutnya digunakan untuk kepen-
tingan negara.

“Catatan agar lebih prudent
lag dalam  penggunaan  uang
negarn,  Fasilitas digunakan
untuk memps ar pekerjann
L Bukan  untuk
Tuar ujar

Hegara
an  di

{The
L
|"l<|;1 ‘-'ukm (20109, DKPP
i peringatan
anggota

2 nderal KPU
terkait penggunaan pesawat jet
pribadi semasa persiapan Pe-
milu 2024, DEPP menilai peng-

SUNEAN P jet pribadi ti-
dak dibenarkan secara etika dan
lidak sesuai dengan perenca-
naan untuk distribusi logistik di
duerah tertingeal, terdepan, dan
lerluar,

Sanksi peningatan kerasodis
Jatubkan kepads Ketua KPLY
Mochammad Afifuddin beseria
empal anggotamyr, yukni Tddham
Hulik, Yuliante Sudrajat, Par
sadaan Harmhap, dan August
Mellaz s1 yang sama Juga
dijatubkan  kepada  Sckretaris
Jenderal KPU Bernad Derma-
wan Sutrisno

Sementara itu, DEPP mere-
habilitasi nama balk anggota
KPU, Betty Epsilon Idroos, yang
diny an lidak terbukti me-
langyar etik.

Di masa sidang

Dede Yusul, politikus Parta
Demokrat, pun mengingatkan
bahwa KPU semestinyg bisa
mempertangaungiawiabkan se-
luruh pengeluaran yang ber-
sumber dan Anggaran Penda-

putan  dan  Belunja  Negara
(APEN)
Karena ity, lanjutny, setelah

memasuki mas sidang, Komisi
11 DPR berencara lingsung me

manggl KPU untuk meminta
penj mengenal kasus ter
sehut. "Ya, tentu kalau namanya

APBN, semua harus dipertang-
pungiawabkan. Setelah masuk
sidang, akan kanni tanvakan soal
ini juga,” ucapny:

Adapun DPR kini tengah me-
masuki masa reses, terhitung 3

Oktobe T samp i 3 November
2025 ai dengan jadwal,
DPRakan mulai bersidang pada
4 November 2025

Harus jadi pelajaran

Angeota Komisi 1HDPR, Mar:
dami Al Sera, menyvatakan pri
hatin_dan sedibitas sainks: pe
ongatan keras vang dijatubkan
DEPP kr| acda Ketua KPLD em
pat anggota KPU dan Sckretans
Jenderal KPLU tersebut. Kagus
penggunaan pesawal jel prbadi
int, harms  menjadi - pelajaran
penting ba KPLL

Schiab, pelanggaran yang di-

lakukanfara penyelenggara pe-
milu ini dinilai mencederai
prinsip dasar penyelenguarian

negara ving bersih, “Ini mesti
Jadi pelajarun bahwaases ke
patutan dan-etika wajib dija
lankan,” kata Mardan

Politikus Partin Keadilan Se¢
Jahtera (PKS) tersebut menga-
takan, dan aspek etika dan ke-
patutan.  penggunaan fasilitas
mewah seperti jet pribadi oleh
pimpinan KP'U tidak dapat di
benarkan,  Terlebih,  fasilitas
mewah tersebut digunakan di
tengah kondisi kewangan ne
vang memerlukan keha
n. Tndakan i juga di
p mencederi prinsip pro
wlitas dalam penggunaan
APRN

“Profesional itu bermakna
uang yang dikeluarkan harus
sehanding  dengan  hasilnya,”
ujarnya,

la berharap kasus ini dapat

menjadi  ca serius  dan
membuat pengawasan terhadap
lembaga perye ara pemilu
lebih ketat. |a juga mendorong
1|l:1<l\':|r.|k;l! agar tiduk mgu un-
Lk melaporkan setiap indikas)
penvimpangan dalam pengu
nuan wnggaran R 'L Peran akf
masyarakal dibutuhkan untuk
g integribs p('n_\'l']i'ng
1 |h‘1|l| u
Ini“jadi et
1K, teruslah aw
Jlk.,l ada [r.'hurm pe
an,™ lanjut Mardani

Adapun dalam pertimbangan
putusan DKEPP terkait peng-
gunaan jet pribadi oleh KPU,
disebutkan, penggunaan jet pri-
badi-itu-tergolong-mewah dan
tudak _mencerminkan  prinsip
profesionalisme sera clisicnsi
vang seharasmya dijunjung pe
nyelenggar pemilu

Sclam itu, DKPP menilm
penggunaan jet pribadi Gdak
sesuai dengan rencana kegiatan
vang telah ditetaphan,

Berdusarkan  fakta-fukta di
persidangan, pesawal el pn
bads digunakan untuk kegiatan,
antara Lun, monitoring. bim
bingan tekms, penguatan ke
lembay , serta penyerahan

ai llnh:lr. pub

. Padahal, da
]nrmk rencaraan K PL, pesawat
jet dipunakan untuk distribusi
logistik ke daerah tertinggal,
terdepan, dan terluar (3T).
Menurut DKPE, penggunaan
pesawal jet tersebut tidak se-

Jalan pula dengan asas efisiensi
serta ketentuan pengadaan ba-
rang dan jasa pemerintah
Kontrak pengadaan pesawat jel
itu disebut dilakukan pada 6
Junuary 2024 dan pengguna
annya dimula 8 Januan 2024,
Namun, pengumuman penga
daan dilikukan pada 1 Novem
ber 2024

Mematuhi putusan
Merespons  putusan DKPR

Sekretans Jenderal KPU Ber-

nad  Dermawan  menegaskan,

KPLU akan me ‘matuhi putusan
tersebut wcara pribadi
akan  menjal: 1 putusan
DKPP tersehut, nya.
Bernad men mn, kepu-

tusan DEPP telah bersifat final
dan mengkat, Karena itu, KI'L
akan  scgera menindaklanjuti
putusan tersebutl,

“Tidak mesti dilukukan mpat
internal khusus untuk dibabas
(putusan DEFP). Namun, akan
disiapkan  segera  keputusan
KPU sebugai tindak lanjut pu-
tusan DRPP sesual batas waklu
yung telah ditetapkan.” tutur
nyu

Dihubungi  secarn terpisah,
amgiots KPU Idham Holk
enggan berkomentar - banyak
soal putusan DKPE la me
nyampaikan bahwa KPU telah

merespons putusan tersebot
; ‘-nl\;vu KPL!
1 KPU  sudah

m:n-pun- rm lagi acara di
Aceh, maaf, va,” ujarnva,
(YT W)
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